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Menimbang bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas

penyelenggaraan ke giatan pemerintahan;

bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan

berdasarkan pada sistem pengendalian intem pemerintah untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas

dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan

negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b perlu ditetapkan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5; Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

b.

c.

Mengingat : 1.

4.

3.



RI, sebagaimara telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia, Nomot 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahaa Lembaran Negara

Republik Indonesia, Nomor 4890);

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

Mahkamah Agung RI;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan

Mahkamah Agung RI;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

KMA/01 8i SK/IIV2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja'

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

KMA/080/SWV[I/2006 jo 0761KMNSKNV2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pegawasan di Lingkungan Lembaga

Peradilan;

1 1. Keputusar Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : MA/SEK/07/SKIII/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KXPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH

AGT-]NG REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEN\TLENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKLTNGAN MAHKAMAH AGTING

REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini yang

dimaksud dengan:

5.

6.

9.

10.



l.

4.

5.

J.

Sistem Pengendalian Intem yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melaiui kegiatan yang efektif

dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamaran aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundan g-r.rndangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIp adalah sistem

pengendalian intem yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan

pelaksanaan kebijakan serta perencaraan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di

lingkungan Kementerian.

Pengawasan Intem adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkaa tata kelola pemerintahan yang baik.

unit Keda Mandiri adalah unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan entitas

akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang wajib

menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.

Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BpKp, adalah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Mahkamah Agung RI adalah Petunjuk Pelaksanaan

atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung tentang penyelenggaraan SpIp,

yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas

manajemen pemerintahan, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam

program/kegiatan Mahkamah Agung RI dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang

ditetapkan.

6.

BAB II
KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal2

(1) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan pengendalian penyelenggaraan

kegiatan lembaga untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel.

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dilaksanakan melalui sistem pengendalian intem pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangar.



BAB III
PENYELENGGARAAN SPIP PADA

MAIIKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

(1) Masing-masing unit kerj a mandiri di lingkungan Mahkamah Agung RI wajib menerapkan SpIp

sebagaimana dimaksud dalam Pasil,2 ayat (2) yang meliputi:

a. LingkunganPengendalian;

b. Penilaian Risiko;

c. Kegiatan Pengendalian;

d. Informasi dan Komunikasi; dan

e. Pemantauan Pengendalian Intem.

(2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di atas dilakukan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan menyatu dan

menjadi bagian integal dari kegiatan di lingkungan Mahkamah Agung RL

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Mahkamah Agung Rl dikooidinasikan oleh Kepala Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pasal 5

(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan sPIP dibentuk satuar Tugas splp di

lingkungan Ma}kamah Agung RI.

(2) Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas sPIP Ma}kamah Agung RI ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

(3) Masing-masing unit kerja mandiri harus membentuk satuan tugas SPIP di lingkungannya yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang

ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Kepala Unit Kerja atas nama Sekretaris Mahkamah

Agung RI.

BAB IV
PENGUATAN EF.EKTIVITAS PEI.IYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1) Pejabat pada masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Mahkamah Agung RI bertanggung

jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkrmgannya masing-masing.

(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1),

dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas

keuangan negara di lingkungan Mahkamah Agung RI.



Pasal 7

(1) Pengawasan intem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI.

(2) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (l)
melakukan pengawasan intem melalui:

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pemantauan; dan

e. kegialan pengawasan lainnya.

BAB IV

KETENTUAI\ PENUTUP

Pasal I
Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Mahkamah Agung RI berkoordinasi, bekerjasam4 dan

bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP.

Pasal 9

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Muda Pengawasar Mahkamah Agung RI.;
3. Panitera Mahkamah Agung RI.;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
5. Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RL;
6. Panitera Muda Mahkamah Agung RI.;
7. Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan
8. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

AGUNG RI.

HATTA ALI, SH., MH.


